
Lembaran ... 

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam 

Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, 

Jawa Barat clan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45); 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

bahwa untuk mengatur kedudukan, susunan organisasi, 

tugas dan fungsi serta tata kerja Sekretariat Daerah clan 

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan untuk 

melaksanakan ketentuan dalam Pasal 3 ayat ( 1) Peraturan 

Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2021 tentang 

Pembentukan clan Susunan Perangkat Daerah, perlu 

menetapkan Peraturan Walikota tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Togas clan Fungsi Serta Tata Kerja 

Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah; 

WALIKOTA SURAKARTA, 

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA 

Mengingat 

Menimbang 

PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA 

NOMOR 25.3 TAHUN 2021 

TENT ANG 

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA 

TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN 

PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

WALIKOTA SURAKARTA 

PROVINS! JAWA TENGAH 



4. Pemerintah ... 

Pasal 1 

Dalam Peraturan W alikota ini yang dimaksud dengan: 

1. Pimpinan/Pimpinan Daerah adalah Walikota, Wakil 

Walikota, Sekretaris Daerah dan Staf Ahli. 

2. Daerah adalah Kota Surakarta. 

3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan 

urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan 

dew an perwakilan rakyat daerah menuru t asas 

otonomi dan tugas pembantuan dengan prmsip 

otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prmsrp 

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana 

dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, 

SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA 

TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH. 

MEMUTUSKAN: 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 

tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

3. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahuri 

2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 

2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota 

Surakarta Nomor 119); 
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Menetapkan 



BAB 11 ... 

4. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah otonom. 

5. Walikota adalah Walikota Surakarta. 

6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya 

disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Kota Surakarta. 

7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota 

dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan 

Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 

8. Sekretariat Daerah adalah Perangkat Daerah yang 

merupakan unsur staf yang mendukung kinerja 

Kepala Daerah. 

9. Sekretariat DPRD adalah Perangkat Daerah 

pelayanan administrasi dan pemberian dukungan 

terhadap tugas dan fungsi DPRD. 

10. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat 

ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan 

pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang 

bekerja pada instansi pemerintah. 

11. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang 

berisi Iungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan 

f ungsional yang berdasarkan pad a keahlian dan 

keterampilan tertentu. 

12. Tujuan Pembangunan Daerah adalah sesuatu yang 

akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 

tertentu yang termuat dalam rencana pembangunan 

daerah baik untuk periode satu tahun, lima tahun 

dan duapuluh tahun. 

13. Sasaran Pembangunan Daerah adalah rumusan 

kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, 

berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat 

Daerah yang diperole h dari pencapaian outcome 
program Perangkat Daerah. 
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Bagian ... 

b. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat 
Daerah; 

c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan 
Dae rah; 

d. pelayanan administratif dan pembinaan aparatur 
sipil negara pada instansi Daerah; dan 

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh 
Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya. 

tugas sebagaimana 
Sekretariat Daerah 

Dalam menyelenggarakan 
dimaksud dalam Pasal 3, 
mempunyai fungsi: 
a. pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah; 

Pasal 4 

Pasal 3 
Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu 
Walikota dalam penyusunan kebijakan dan 
pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan 
tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif. 

Bagian Ked ua 
Tugas Pokok dan Fungsi 

Pasal 2 
(1) Sekretariat Daerah merupakan unsur staf. 
(2) Sekretariat Daerah dipimpin oleh seorang Sekretaris 

Daerah yang berkedudukan di bawah dan 
bertanggungjawab kepada Walikota. 

Bagian Kesatu 
Kedudukan 

BAB II 
SEKRETARIAT DAERAH 
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b) Subbagian ... 

undangan; 

b) Subbagian Bantuan Hukum; dan 

c) Subbagian Dokumentasi dan Informasi 

Hukum; 

c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, 

membawahi: 

1. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, 

terdiri a tas: 

a) Subbagian Pembinaan BUMD dan BLUD; 

b) Subbagian Pengendalian Perekonomian, 

UMKM dan Ekonomi Kreatif; dan 

c) Subbagian Pengembangan Sumber Daya 

Alam; 

2. Bagian Administrasi Pembangunan, terdiri atas: 

a) Sub bagian Penyusunan dan Pengendalian 

Program Pembangunan; dan 

Perundang- 

Pasal 5 

Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, terdiri atas: 

a. Sekretaris Daerah; 

b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan 

Rakyat, membawahi: 

1. Bagian Tata Pemerintahan, terdiri atas: 

a) Sub bagian Administrasi Pemerintahan dan 

Kewilayahan; 

b) Subbagian Otonomi Daerah; dan 

c) Subbagian Kerja Sama; 

2. Bagian Kesejahteraan Rakyat, terdiri atas: 

a) Subbagian Bina Mental Spiritual; dan 

b) Subbagian Kesejahteraan Sosial dan 

Masyarakat; 

3. Bagian Hukum, terdiri atas: 

a) Subbagian Peraturan 

Baian Ketiga 

Susunan Organisasi 

- 5 - 



Bagian ... 

a) Subbagian Perencanaan dan 

Penganggaran; 

b) Subbagian Administrasi dan 

Kepega waian; dan 

c) Subbagian Perlengkapan; 

3. Bagian Organisasi, terdiri atas: 

a) Subbagian Kelembagaan dan Analisis 

Jabatan; 

b) Subbagian Pelayanan Publik dan Tata 

Laksana; dan 

c) Subbagian Kinerja dan Reformasi 

Birokrasi. 

b) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan; 

3. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, terdiri atas: 

a) Subbagian Pengelolaan Pengadaan Barang 

dan Jasa; 

b) Subbagian Pengelolaan Layanan 

Pengadaan Secara Elektronik; dan 

c) Subbagian Pembinaan dan Advokasi 

Pengadaan Barang dan J asa; 

d. Asisten Administrasi Umum, membawahi: 

1. Bagian Protokol, Komunikasi dan Administrasi 

Pimpinan, terdiri atas: 

a) Subbagian Tata Usaha Pimpinan; 

b) Subbagian Komunikasi Pimpinan; dan 

c) Subbagian Protokol dan Rumah Tangga; 

2. Bagian Umum, terdiri atas: 
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pelaksanaan ... 

Pasal8 

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat 

mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam 

penyusunan kebijakan daerah di bidang pemerintahan, 

hukum, dan kerja sarna, dan pengoordinasian 

penyusunan kebijakan daerah di bidang pemerintahan 

dan kesejahteraan rakyat, pengoordinasian pelaksanaan 

tugas Perangkat Daerah, dan pemantauan dan evaluasi 

Paragraf 2 

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat 

Pasal 7 

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 6, Sekretaris Daerah mempunyai fungsi: 

a. pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah; 

b. pelaksanaan tugas satuan kerja Perangkat Daerah; 

c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan 

Daerah; 

d. pelayanan administratif dan pembinaan aparatur 

sipil negara pada instansi Daerah; dan 

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota 

terkait dengan tugas dan fungsinya. 

Pasal 6 

Sekretaris Daerah mempunyai tugas memimpin 

pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dalam kerangka pencapaian 

tujuan dan sasaran pembangunan daerah. 

Paragraf 1 

Sekretaris Daerah 

Bagian Keempat 

Uraian Tugas 
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g. pelaksanaan ... 

pemerintahan dan hukum; 

b. pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di 

bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat; 

c. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat 

Daerah yang melaksanakan urusan Kesatuan 

Bangsa dan Politik, Ketentraman dan Ketertiban 

Umum, Adrninistrasi Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil, Perpustakaan, Kearsipan, Komunikasi dan 

Informatika, Statistik, Persandian, Pertariahan, 

Tenaga Kerja, Pemberdayaan Masyarakat, 

Kewilayahan, Pendidikan, Kesehatan, Sosial, 

Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga, 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, 

Pangan, dan Transmigrasi; 

d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan 

Daer ah di bidang tata pemerintahan, kesejahteraan 

rakyat, hukum dan kerja sama; 

e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan ke bijakan 

Daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, 

dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang 

mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di 

bidang kesejahteraan rakyat; 

f. penyiapan pelaksanaan pembinaan administrasi 

pemerintahan dan pembangunan serta sumber daya 

aparatur di bidang pemerintahan, h ukurn, dan 

kesejahteraan rakyat; dan 

bi dang di daerah kebijakan a. penyusunan 

Pasal 9 

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 8, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan 

Rakyat mempunyai fungsi: 

pemerintahan, kesejahteraan rakyat, hukum dan kerja 

sama 

bidang tata pelaksanaan ke bij akan daerah di 
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d. penyiapan ... 

Pasal 12 

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud 

dalarn Pasal 11, Kepala Bagian Tata Pemerintahan 
mempunyai fungsi: 

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah 

terkait administrasi tata pemerin tahan; 

b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan 

kebijakan daerah terkait administrasi tata 
pemerintahan; 

c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan 

tugas Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan 

kesatuan bangsa dan politik, ketentraman dan 

ketertiban umum, administrasi kependudukan dan 

pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat, 

kewilayahan, komunikasi dan informatika, statistik, 
persandian, pertanahan; 

Pasal 11 

Kepala Bagian Tata Pemerintahan mempunyai tugas 

melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, 

penyiapan bahan pengoordinasian Perangkat Daerah, 

pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kebijakan daerah, 

pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang 

administrasi pemerintahan dan kewilayahan, kerja sama 

dan otonomi daerah. 

Pasal 10 

Bagian Tata Pcmeriritahan dipimpin oleh seorang Kepala 

Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung 

jawab kepada Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan 
Rakyat. 

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh 

Sekretaris Daerah di bidang pemerintahan, hukum, 

dan kesejahteraan rakyat yang berkaitan dengan 

tugasnya. 

- 9 - 



c. menyiapkan ... 

Pasal 14 

(1) Kepala Subbagian Administrasi Pemerintahan dan 

Kewilayahan mempunyai tugas penyiapan bahan 

perumusan kebijakan Daerah, penyiapan bahan 

pemantauan dan evaluasi kebijakan daerah di bidang 

administrasi pemerintahan dan kewilayahan. 

(2) Uraian tugas Kepala Subbagian Administrasi 

Pemerintahan dan Kewilayahan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut: 

a. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan daerah 

bidang administrasi pemerintahan; 

b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah 

dibidang administrasi pemerin tahan; 

Pasal 13 

( 1) Bagian Tata Pemerintahan, terdiri atas: 

a. Subbagian Administrasi Pemerintahan dan 

Kewilayahan; 

b. Subbagian Otonomi Daerah; dan 

c. Sub bagian Kerja Sama. 

(2) Masing-rnasing Subbagian sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian 

yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab 

kepada Kepala Bagian. 

administrasi di bidang administrasi pemerintahan, 

administrasi kewilayahan dan kerja sama dan 

otonomi daerah; dan 

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh 

pimpinan sesuai tugas dan fungsinya. 

pembinaan pelaksanaan 

d. penyiapan bahan pemantauan dan evahrasi 

pelaksanaan kebijakan daerah terkait administrasi 

tata pemerintahan; 

e. penyiapan bahan 
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o. melaksanakan ... 

Pemerintahan; dan 
ketatausahaan Bagian Tata n. melaksanakan 

Administrasi Pemerintahan dan Kewilayahan; 

1. mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan 

Subbagian Administrasi Pemerintahan dan 

Kewilayahan berdasarkan program kerja agar 
sesuai target hasil; 

m. membuat laporan pelaksanaan kegiatan 

Subbagian Administrasi Pemerintahan dan 

Kewilayahan sesuai hasil pelaksanaan kegiatan 

sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi 

pelaksanaan tugas; 

bidang 

evaluasi 

pembentukan, penghapusan, penggabungan dan 

pemekaran wilayah kecamatan dan/ atau 
kelurahan; 

e. melaksanakan koordinasi penegasan batas 

daerah, kecamatan, kelurahan, serta nama lain 

dan/ atau pemindahan ibukota kecamatan; 

f. melaksanakan fasilitasi toponimi dan pemetaan 

wilayah; 

g. menyiapkan bahan penetapan kode dan data 
kewilayahan; 

h. menyusun bahan kebijakan pelimpahan sebagian 

kewenangan W alikota kepada Camat; 

1. menyusun bahan kebijakan pengelolaan dana 
kelurahan; 

J. menyusun bahan kebijakan pembinaan lembaga 

kemasyarakatan kelurahan; 

k. melaksanakan pemantauan dan 

pelaksanaan ke bijakan daerah 

koordinasi dan 

c. menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi 

pelaksanaan kebijakan daerah bidang 

administrasi pemerintahan; 

d. melaksanakan fasilitasi 
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k. mengevaluasi ... 

persiapan dan pelaksanaan pemilihan umum; 

h. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi proses 

administrasi pergantian antar waktu pimpinan 

dan anggota legislatif; 

1. melaksanakan pemantauan dan evaluasi 

pelaksanaan kebijakan daerah bidang otonomi 

daerah; 

J. menyusun memori serah terima jabatan 

Walikota dan Wakil Walikota; 

koordinasi dan fasilitasi g. melaksanakan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD); 

c. melaksanakan fasilitasi penyusunan Standar 

Pelayanan Minimal (SPM) Perangkat Daerah; 

d. menyusun bahan Laporan Keterangan 

Pertanggungjawaban (LKPJ); 

e. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi proses 

pengusulan, pengangkatan dan pemberhentian 

kepala daerah dan wakil kepala daerah; 

f. memfasilitasi pengusulan izin dan cuti kepala 

daerah dan wakil kepala daerah; 

Laporan lnformasi b. menghimpun 

daerah, penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi 

kebijakan daerah di bidang otonomi daerah. 

(2) Uraian tugas Kepala Subbagian Otonomi Daerah 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai 

berikut: 

a. menyusun bahan Laporan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (LPPD); 

o. melaksanakan tug as kedinasan lain yang 

diberikan oleh pimpman sesuai tu gas dan 

fungsinya. 

Pasal 15 

(1) Ke pal a Subbagian Otonomi Daerah mempunyai 

tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan 
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g. mengevaluasi ... 

asosiasi/kerja sama pemerintab daerab; 

e. melaksanaan pendampingan, pembinaan dan 

pengawasan kerja sama daera h yang dilakukan 

oleb Perangkat Daerab di lingkungan 

Pemerintab Daerab; 

f. melaksanakan penyusunan laporan basil 

pelaksanaan kerja sama daerah; 

dan forum fasilitasi d. melaksanakan 

Pasal 16 

(1) Kepala Subbagian Kerja Sama mempunyai tugas 

penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah, 

pengoordinasian dan fasilitasi, penyiapan baban 

pemantauan dan evaluasi kebijakan daerab di bidang 
kerja sama. 

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

adalab sebagai berikut: 

a. menyiapkan baban pelaksanaan perumusan 

kebijakan di bidang kerja sama; 

b. melaksanakan pengolahan data kerja sama 
daerab; 

c. melaksanakan pengendalian dan perumusan 

data basil kerja sama daerab; 

akuntabilitas dan transpararisi pelaksanaan 

tugas; dan 

m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang 

diberikan oleb pimpinan sesuai tugas dan 
fungsinya. 

wujud sebagai kegiatan pelaksanaa n 

k. me ngevaluasi basil pelaksanaan kegiatan 
Subbagian Oto no mi Daerab berdasarkan 
program kerja agar sesuai target basil; 

1. membuat laporan pelaksanaan kegiatan 
Subbagian Otonomi Daerab sesuai basil 
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c. penyiapan ... 

Pasal 19 

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 18, Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat 

mempunyai fungsi: 

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah 

terkait kesejahteraan rakyat; 

b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan 

ke bijakan daerah terkait kesejahteraan rakyat; 

Pasal 18 

Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas 

melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, 

penyiapan bahan pengoordinasian Perangkat Daerah, 

pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kebijakan Daerah, 

pelaksanaan pembinaan administrasi terkait bina mental 

spiritual, kesejateraan sosial dan kesejahteraan 

masyarakat. 

Pasal 17 

Bagian Kesejahteraan Rakyat dipimpin oleh seorang 

Kepala Bagian yang berkedudukan di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Asisten Pemerintahan dan 

Kesejahteraan Rakyat. 

g. mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Subbagian 

Kerja Sama berdasarkan program kerja agar sesuai 

target hasil; 

h. membuat laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian 

Kerja Sama sesuai hasil pelaksanaan kegiatan sebagai 

wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan 

tugas; dan 

1. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan 

oleh pimpinan sesuai tug as dan f ungsinya. 

- 14 - 



a. menyiapkan ... 

Pasal21 

(1) Kepala Subbagian Bina Mental Spiritual mempunyai 

tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan 

Daerah, penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi 

kebijakan daerah di bidang bina mental spiritual. 

(2) Uraian tugas Kepala Subbagian Bina Mental Spiritual 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai 

berikut: 

Pasal20 

(1) Bagian Kesejahteraan Rakyat, terdiri atas:. 

a. Subbagian Bina Mental Spiritual; dan 

b. Subbagian Kesejahteraan Sosial dan 

Masyarakat. 

(2) Masing-masing Subbagian sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala 

Subbagian yang berkedudukan di bawah dan 

bertanggungjawab kepada Kepala Bagian. 

c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan 

tugas Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan 

Tenaga Kerja, Perpustakaan, Kearsipan, Pendidikan, 

Kesehatan, Sosial, Kebudayaan, Pariwisata, 

Kepemudaan dan Olahraga, Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian 

Penduduk dan Keluarga Berencana, Pangan, dan 

Transmigrasi; 

d. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi 

pelaksanaan kebijakan daerah terkait kesejahteraan 

rakyat; 

e. penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan 

administrasi di bidang kesejahteraan rakyat; dan 

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh 

pimpinan sesuai tugas dan fungsinya. 
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j. melakukan ... 

a. menyiapkan data tentang sarana peribadatan, 

sarana pendidikan agama dan pendidikan 

keagamaan; 

b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan yang 

berhubungan dengan sarana peribadatan, 

sarana pendidikan agama dan perididikan 

keagamaan; 

c. menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi 

terkait dalam rangka pengembangan sarana 

peribadatan, sarana pendidikan agama dan 

pendidikan keagamaan; 

d. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk 

pelaksanaan di bidang sarana peribadatan, 

sarana pendidikan agama dan pendidikan 

keagamaan; 

e. menyiapkan bahan pertimbangan pemberian 

bantuan di bidang sarana peribadatan, sarana 

pendidikan agama dan pendidikan keagamaan; 

f. menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan 

melakukan perurnusan kebijakan daerah 

bidang lembaga dan kerukunan keagamaan; 

g. menyiapkan dan mengoordinasikan bahan 

pedoman pembinaan lembaga keagamaan dan 

kerukunan umat beragama; 

h. melakukan pembinaan, fasilitasi dan 

pengembangan kerja sama antar lembaga 

keagamaan dan kerukunan umat beragama; 

1. menyiapkan bahan pengolahan data, saran, 

pertimbangan serta koordinasi kegiatan dan 

penyusunan laporan program pembinaan umat 

beragama dan kerja sama antar lembaga 

keagamaan; 
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s. melaksanakan ... 

akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan 
tugas; dan 

wujud sebagai kegiatan pelaksanaan 
Subbagian Bina Mental Spiritual sesuai basil 

kegiatan pelaksanaan la po ran membuat r. 

pemantauan dan evaluasi kebijakan daerah 

bidang lembaga dan kerukunan keagamaan; 

q. mengevaluasi basil pelaksanaan kegiatan 

Subbagian Bina Mental Spiritual berdasarkan 

program kerja agar sesuai target basil; 

melakukan dan bahan, p. menyiapkan 

penanggulangan secara dini masalah dan kasus 

kerukunan hidup antar umat beragama dan 
aliran kepercayaan; 

o. melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan 

kerukunan umat beragama dan aliran 
kepercayaan; 

konsultasi kerukunan bid up an tar urnat 
beragama dan aliran kepercayaan; 

n. melakukan koordinasi kerja sama sosial 
kemasyarakatan dan konsultasi 

beragama dan aliran serta kerja sama antar 

lembaga keagamaan; 

I. memfasilitasi dan mengoordinasikan kegiatan 

musyawarah antar umat beragarna dan aliran 

kepercayaan; 

m. menyiapkan bahan dan mengoordinasikan 

kegiatan forum kerukunan umat beragama dan 

umat kerukunan 

mengoordinasikan dan 

kegiatan 

k. memfasilitasi 

pelaksanaan 

J. melakukan koordinasi lintas sektor dan 

pertemuan/rapat-rapat koordinasi di bidang 

kerukunan umat beragama dan serta kerja 

sama antar lembaga keagamaan; 
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kelompok. .. 

Pasal22 

(1) Kepala Subbagian Kesejahteraan Sosial dan 

Masyarakat mempunyai tugas penyiapan bahan 

perumusan kebijakan daerah, penyiapan bahan 

pemantauan dan evaluasi kebijakan daerah di bidang 

kesejahteraan sosial dan masyarakat. 

(2) Uraian tugas Kepala Subbagian Kesejahteraan Sosial 

dan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

adalah sebagai berikut: 

a. menyiapkan bahan pengoordinasian perumusan 

kebijakan pemerintah daerah di bidang 

kesejahteraan sosial dan masyarakat, serta 

bidang pendidikan; 

b. menyiapkan bahan pengoordinasian 

pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah di 

bidang kesejahteraan sosial dan masyarakat, 

serta bidang pendidikan; 

c. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan 

pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintah 

daerah di bidang kesejahteraan sosial dan 

masyarakat, serta bidang pendidikan; 

d. menyiapkan bahan pelayanan administrasi di 

bidang kesejahteraan sosial dan masyarakat, 

serta bidang pendidikan; 

e. menyiapkan bahan fasilitasi pemberian hibah 

dan bantuan sosial kepada badan/lembaga, 

ormas, kelompok masyarakat dan individu atau 

keluarga; 

f. menyiapkan bahan pembinaan, monitoring dan 

evaluasi pelaksanaan hibah dan bantuan sosial 

kepada badan/lembaga, organisasi masyarakat, 

s. melaksanakan tugas kedinasan lain yang 

diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan 

fungsinya. 
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a. penyiapan ... 

Pasal25 

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 24, Kepala Bagian Hukum mempunyai 
fungsi: 

Pasal24 

Kepala Bagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan 

penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian 

perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian 

pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pelaksanaan 

pemantauan dan evaluasi di bidang peraturan 

perundang-undangan, bantuan hukum dan dokumentasi 

dan informasi hukum. 

Pasal 23 

Bagian Hukum dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang 

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada 

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat. 

J. melaksanakan tugas kedinasan lain yang 

diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan 

fungsinya. 

Bagian 

kelompok masyarakat dan individu atau 

keluarga; 

g. mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan 

Subbagian Kesejahteraan Sosial dan 

Masyarakat berdasarkan program kerja agar 

sesuai target hasil; 

h. membuat laporan pelaksanaan kegiatan 

Subbagian Kesejahteraan Sosial dan 

Masyarakat sesuai hasil pelaksanaan kegiatan 

sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi 

pelaksanaan tugas; 

melaksanakan ketatausahaan 

Kesejahteraan Rakyat; dan 

1. 
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a. menyiapkan ... 

Pasal27 

(1) Kepala Subbagian Peraturan Perundang-undangan 

mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan 

kebijakan daerah, penyiapan bahan pemantauan dan 

evaluasi kebijakan daerah di bidang peraturan 

perundang-undangan. 

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

adalah se bagai beriku t: 

Pasal 26 

(1) Bagian Hukum, terdiri atas: 

a. Subbagian Peraturan Perundang-undangan; 

b. Subbagian Bantuan Hukum; dan 

c. Subbagian Dokumentasi dan Informasi Hukum. 

(2) Masing-masing Subbagian sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala 

Subbagian yang berkedudukan di bawah dan 

bertanggungjawab kepada Kepala Bagian. 

a. penyiapan perumusan kebijakan daerah di bidang 

peraturan perundang-undangan, bantuan hukum 

serta dokumentasi dan informasi h ukurn; 

b. penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan 

daerah di bidang peraturan perundang- undangan, 

bantuan hukum serta dokumentasi dan inforrnasi 

hukum; 

c. penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas 

Perangkat Daerah di bidang peraturan perundang­ 

undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan 

informasi hukum; 

d. penyiapan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di 

bidang peraturan perundang-undangan, bantuan 

hukum serta dokumentasi dan informasi hukum; 

dan 

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh 

pimpinan sesuai tugas dan f ungsinya. 
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d. melaksanakan ... 

Pasal28 

(1) Kepala Subbagian Bantuan Hukum mempunyai 

tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan 

daerah, penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi 

kebijakan daerah di bidang bantuan bukum. 

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
adalah sebagai berikut: 

a. melaksanakan koordinasi permasalahan hukum 

dalam penyeleriggaraan pemerintahan daerah; 

b. melaksanakan fasilitasi bantuan h ukum, 

konsultasi hukum dan pertimbangan hukum 

serta perlindungan hukurn bagi urisur 

pernerintah daerah dalam sengketa hukum baik 

di dalam maupun di luar pengadilan; 

c. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi kerja 

sama dalam penanganan perkara hukum; 

pelaksanaan tugas; dan 

f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang 

tugas dan 
. . . 

pimpinan ses'uai diberikan oleh 

fungsinya. 

trans paransi dan akuntabilitas wujud 

Subbagian Peraturan Perundang-undangan 

sesuai basil pelaksanaan kegiatan sebagai 

kegiatan pelaksanaan la po ran membuat e. 

produk hukum daerah; 

b. menyiapkan baban penjelasan kepala daerah 

dalam proses pe netapan peraturan daerah; 

c. melaksanakan pembinaan penyusunan produk 

hukum daerah; 

d. mengevaluasi basil pelaksanaan kegiatan 

Subbagian Peraturan Perundang-undangan 

berdasarkan program kerja agar sesuai target 

basil; 

a. melaksanakan harmoriisasi dan sinkronisasi 
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d. memberikan ... 

dokumentasi dan informasi hukum; 

jaringan pengelolaan c. melaksanakan 

Pasal29 

( 1) Kepala Subbagian Dokumentasi dan Informasi 

Hukum mempunyai tugas penyiapan bahan 

perumusan kebijakan Daerah, penyiapan bahan 

pemantauan dan evaluasi kebijakan daerah di bidang 

dokumentasi dan informasi hukum. 

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

adalah se bagai berikut: 

a. melaksanakan inventarisasi dan dokumentasi 

produk hukum daerah dan peraturan 

perundang-undangan lainnya; 

b. menghimpun serta mengolah data dan 

informasi se bagai bahan dalam rangka 

pembentukan kebijakan daerah; 

penegakan dan perlindungan Hak Asasi 

Manusia (HAM); 

e. menyiapkan bahan penyusunan pendapat 

hukum (legal opinion); dan 

f. melaksanakan evaluasi dan pelaporan terhadap 

hasil penanganan perkara sengketahukum. 

g. mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan 

Subbagian Bantuan Hukum berdasarkan 

program kerja agar sesuai target hasil; 

h. membuat laporan pelaksanaan kegiatan 

Subbagian Bantuan Hukum sesuai hasil 

pelaksanaan kegiatan sebagai wujud 

akun tabilitas dan transparansi pelaksanaan 

tugas;dan 

1. melaksanakan tugas kedinasan lain yang 

diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan 

fungsinya. 

evaluasi dan koordinasi d. melaksanakan 
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Paragraf 3 ... 

pelaksanaan tugas; 
1. melaksanakan ketatausahaan Bagian Hukum; 

dan 
m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang 

diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan 
fungsinya. 

transparansi dan akun tabilitas wujud 

Subbagian Dokumentasi dan Informasi Hukum 
berdasarkan program kerja agar sesuai target 
hasil; 

k. membuat laporan pelaksanaan kegiatan 
Subbagian Dokumentasi dan Informasi Hukum 
sesuai hasil pelaksanaan kegiatan sebagai 

hukum daerah; 
g. menyiapkan bahan analisa dan kajian produk 

hukum daerah; 
h. menyiapkan bah an administrasi 

pengundangan dan autentifikasi produk 
hukum daerah; 

1. melaksanakan pemantauan dan evaluasi 
pelaksanaan produk hukum daerah; 

J. mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan 

terhadap dokumentasi dan informasi produk 
pelaporan dan evaluasi melaksanakan f. 

d. memberikan pelayanan administrasi informasi 
produk hukum; 

e. melaksanakan sosialisasi, penyuluhan dan 
desiminasi produk hukum daerah maupun 
peraturan perundang-undangan lainnya; 
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e. pemantauan ... 

Pasal 31 

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 30, Asisten Perekonomian dan Pembangunan 

mempunyai fungsi: 

a. pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di 

bidang perekonomian, administrasi pembangunan, 

dan sumber daya alam; 

b. pengoordinasian pelaksanaan tugas Peran,gkat 

Daerah yang melaksanakan urusan Koperasi dan 

Usaha Kecil Menengah, Penanaman Modal, 

Perindustrian, Perdagangan, Pertanian, Kelautan 

dan Perikanan, Lingkungan Hidup, Pekerjaan Umum 

dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan 

Kawasan Permukiman, dan Perhubungan; 

c. penyusunan kebijakan daerah di bidang pengadaan 
barang dan jasa; 

d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan 

daerah di bidang pengadaan barang dan jasa; 

Pasal 30 

Asisten Perekonomian dan Pembangunan mempunyai 

tugas membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan 

kebijakan daerah di bidang perekonomian, administrasi 

pembangunan, pengadaan barang dan jasa dan 

pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di 

bidang perekonomian, administrasi pembangunan, 

pengadaan barang dan jasa, pengoordinasian 

pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, dan pemantauan 

dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang 

perekonomian, administrasi pembangunan, pengadaan 
barang dan jasa 

Paragraf 3 

Asisten Perekonomian dan Pembangunan 
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b. penyiapan ... 

Pasal 34 

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 33, Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber 

Daya Alam mempunyai fungsi: 

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah 

terkait perekonomian dan sumber daya alam; 

Pasal 33 

Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam 

mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan 

kebijakan daerah, penyiapan bahan pengoordinasian 

Perangkat Daerah, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi 

kebijakan daerah, pelaksanaan pembinaan administrasi 

di bidang pembinaan BUMD dan BLUD, pengendalian 

perekonomian UMKM dan ekonomi kreatif serta sumber 

daya alam. 

Pasal 32 

Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam dipimpin 

oleh seorang Kepala Bagian yang berkedudukan di bawah 

dan bertanggungjawab kepada Asisten Perekonomian dan 

Pem bangunan. 

e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan 

daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak 

yang tidak diinginkan, dan faktor yang 

mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di 

bidang perekonomian, administrasi pembangunan, 

dan sum ber daya alam; dan 

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh 

Sekretaris Daerah di bidang perekonomian, 

administrasi pembangunan, pengadaan barang dan 

jasa dan sumber daya alam yang berkaitan dengan 

tugasnya 
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dan ... 

Pasal 36 
(1) Kepala Subbagian Pembinaan BUMD dan BLUD 

mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan 

kebijakan Daerah, penyiapan bahan pemantauan 

Pasal 35 

(1) Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, terdiri 
atas: 

a. Subbagian Pembinaan BUMD dan BLUD; 

b. Subbagian Pengendalian Perekonomian UMKM 

dan Ekonomi Kreatif; dan 

c. Subbagian Pengembangan Sumber Daya Alam. 

(2) Masing-rnasing Subbagian sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala 

Subbagian yang berkedudukan di bawah dan 

bertanggungjawab kepada Kepala Bagian. 

b. penyrapan bahan pengoordinasian perumusan 

kebijakan daerah terkait perekonomian dan sumber 
daya alam; 

c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan 

tugas Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan 

Koperasi dan UKM, Penanaman Modal, 

Perindustrian, Perdagangan, Pertanian, Kelautan 

dan Perikanan, Lingkungan Hidup; 

d. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi 

pelaksanaan kebijakan Daerah terkait Perekonomian 
dan Sumber Daya Alam; 

e. penyiapan bahan pelaksanaan pernbinaan 

administrasi di bidang Pembinaan BUMD dan BLUD, 

pengendalian perekonomian UMKM dan Ekonomi 

Kreatif serta Pengembangan Sum ber Daya Alam; dan 

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh 

pimpinan sesuai tugas dan fungsinya. 
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a. menyusun ... 

Pasal37 

(1) Kepala Subbagian Pengendalian Perekonomian 

UMKM dan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas 

penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah, 

penyiapan bah an pemantauan dan evaluasi 

kebijakan daerah di bidang UMKM dan ekonomi 

kreatif. 

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

adalah se bagai berikut: 

tugas dan pimpman sesuai diberikan oleh 

fungsinya. 

e. mengevaluasi basil pelaksanaan kegiatan 

Subbagian Pembinaan BUMD dan BLUD 

berdasarkan program kerja agar sesuai target 

basil; 

f. mem buat la po ran pelaksanaan kegiatan 

Subbagian Pembinaan BUMD dan BLUD sesuai 

basil pelaksanaan kegiatan sebagai wujud 

akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan 

tugas; dan 

g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang 

BLUD; 

dan melakukan analisa perkem bangan 

pencapaian kinerja BUMD dan BLUD; 

d. melakukan monitoring dan evaluasi BUMD dan 

c. 

dan evaluasi kebijakan daerah di bidang pembinaan 

BUMD dan BLUD. 

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

adalah se bagai berikut: 

a. menyiapkan bahan perumusan penetapan 

kebijakan teknis pengelolaan BUMD dan BLUD; 

b. menyiapkan bahan pembinaan pengelolaan 

BUMD dan BLUD; 
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1. memfasilitasi ... 

a. menyusun bahan dan data serta analisa di 

bi dang pengendalian dan distribusi 

perekonomian; 

b. menyusun bahan perumusan kebijakan di 

bidang pengendalian dan distribusi 

perekonomian; 

c. melaksanakan koordinasi dengan instansi 

terkait terhadap pelaksanaan kegiatan 

pengendalian dan distribusi perekonomian; 

d. menyusun bahan penyusunan petunjuk 

pelaksanaan dan pedoman umum kegiatan 

pengendalian dan distribusi perekonomian; 

e. melaksanakan pemantauan dan evaluasi serta 

pelaporan di bidang pengendalian dan distribusi 

perekonomian; 

f. memfasilitasi dan pembinaan di bidang 

pengendalian dan distribusi perekonomian; 

g. menyusun bahan dan data serta analisa di 

bidang perencanaan dan pengawasan ekonomi 

mikro kecil; 

h. menyusun bahan perumusan kebijakan di 

bidang perencanaan dan pengawasan ekonomi 

mikro kecil; 

1. melaksanakan koordinasi dengan instansi 

terkait terhadap pelaksanaan kegiatan 

perencanaan dan pengawasan ekonorni mikro 
kecil; 

J. menyusun bahan penyusunan petunjuk 

pelaksanaan dan pedoman umurn kegiatan 

perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro 

kecil; 

k. melaksanakan pemantauan dan evaluasi serta 

pelaporan di bidang perencanaan dan 

pengawasan ekonomi mikro kecil; 
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e. melaksanakan ... 

Pasa138 

(1) Kepala Subbagian Pengembangan Sumber Daya 

Alam mempunyai tugas penyia pan bahan 

perumusan kebijakan daerah, penyiapan bahan 

pemantauan dan evaluasi kebijakan daerah di bidang 

pengembangan sumber daya alam. 

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

adalah sebagai berikut: 

a. menyusun bahan dan data serta analisa di 

bidang pengernbangan sumber daya alam; 

b. menyusun bah an perumusan kebij akan di 

bidang pengembangan sumber daya alam; 

c. melaksanakan koordinasi dengan instansi 

terkait terhadap pelaksanaan kegiatan 

pengembangan sumber daya alam; 

d. menyusun bahan penyusunan petunjuk 

pelaksanaan dan pedoman umum kegiatan 

sumber daya alam; 

1. memfasilitasi dan pembinaan di bidang 

perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro 

kecil; 

m. mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan 

Subbagian Pengendalian Perekonomian UMKM 

dan Ekonomi Kreatif berdasarkan program kerja 

agar sesuai target hasil; 

n. membuat laporan pelaksanaan kegiatan 

Subbagian Pengendalian Perekonomian UMKM 

dan Ekonomi Kreatif sesuai hasil pelaksanaan 

kegiatan sebagai wujud akuntabilitas dan 

transparansi pelaksanaan tugas; dan 

o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang 

diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan 

fungsinya. 
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n. mengevaluasi ... 

e. melaksanakan pemantauan dan evaluasi serta 

pelaporan di bidang pengembangan sumber 
daya alam; 

f. memfasilitasi dan pembinaan di bidang 

pengembangan sumber daya alam; 

g. menyusun bahan dan data serta analisa di 

bidang pertanian, perkebunan, ketahanan 

pangan, peternakan, perikanan, energi sumber 

daya mineral dan lingkungan hidup; 

h. menyusun bahan perumusan kebijakan di 

bidang pertanian, perkebunan, ketahanan 

pangan, peternakan, perikanan, sumber daya 

alam dan lingkungan hidup; 

1. melaksanakan koordinasi dengan instansi 

terkait terhadap pelaksanaan kegiatan 

pertanian, perkebunan, ketahanan pangan, 

peternakan, perikanan, sumber daya alam dan 

lingkungan hidup; 

J. menyusun bahan penyusunan petunjuk 

pelaksanaan dan pedoman umum kegiatan 

pertanian, perke bunan, ketaharian pangan, 

peternakan, perikanan, sumber daya alam dan 
lingkungan hidup; 

k. melaksanakan peman tauan dan evaluasi serta 

pelaporan di bidang pertanian, perkebunan, 

ketahanan pangan, peternakan, perikanan, 

sumber daya alam dan lingkungan hidup; 

1. memfasilitasi dan pembinaan di bidang 

pertanian, perkebunan, dan ketahanan pangan, 

peternakan, perikanan, dan lingkungan hidup; 

m. memfasilitasi kegiatan di bidang pertanian, 

perkebunan, dan ketahanan pangan, 

peternakan, perikanan, dan lingkungan hidup; 
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a. penyiapan ... 

Pasal 41 

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud 

dalarn Pasal 40, Kepala Bagian Administrasi 

Pembangunan mempunyai fungsi: 

Pasal40 

Kepala Bagian Administrasi Pembangunan mempunyai 

tugas melaksanakan penyiapan pengoordinasian 

perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian 

pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan 

evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang 

perencanaan dan perigendalian program pembangunan 

dan evaluasi dan pelaporan. 

Pasal39 

Bagian Adrninistrasi Pembangunan dipimpin oleh seorang 

Kepala Bagian yang berkedudukan di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Asisten Perekonomian dan 

Pem bangunan. 

Perekonomian dan Sumber Daya Alam; dan 

q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang 

diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan 

Iungsinya. 

Bagi an keta tausahaan p. melaksanakan 

n. mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan 

Subbagian Pengembangan Sumber Daya Alam 

berdasarkan program kerja agar sesuai target 

hasil; 

o. membuat laporan pelaksanaan kegiatan 

Subbagian Pengembangan Sumber Daya Alam 

sesuai hasil pelaksanaan kegiatan sebagai 

wujud akuntabilitas dan transparansi 

pelaksanaan tugas; 
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Pasal 43 ... 

Pasal 42 

(1) Bagian Administrasi Pernbangunan, terdiri atas: 

a. Subbagian Penyusunan dan Pengendalian 

Program Pem bangunan; dan 

b. Subbagian Evaluasi Dan Pelaporan. 

(2) Masing-masing Subbagian sebagaimana dimaksud 

pada ayat ( 1) dipimpin oleh seorang Kepala 

Subbagian yang berkedudukan di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Kepala Bagian. 

a. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan 

kebijakan daerah di bidang penyusunan program, 

pengendalian program dan evaluasi dan pelaporan; 

b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan 

tugas Perangkat Daerah di bidang penyusunan 

program, pengendalian program dan evaluasi dan 

pelaporan; 

c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan 

tugas Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan 

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan 

Rakyat dan Kawasan Perrrrukiman , dan 

Perhubungan; 

d. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi 

pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian 

tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan 

faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan 

kebijakan di bidang penyusunan program, 

pengendalian program dan evaluasi dan pelaporan; 
dan 

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh 

pimpinan sesuai tugas dan fungsinya. 
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i. menyusun ... 

Pasal 43 

(1) Kepala Subbagian Penyusunan dan Pengendalian 

Program Pembangunan mempunyai tugas penyiapan 

bahan perumusan kebijakan Daerah, penyiapan 

bahan pemantauan dan evaluasi kebijakan daerah di 

bidang perencanaan dan pengendalian pembangunan 

daerah. 

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

adalah sebagai berikut: 

a. menyusun dan mempersiapkan rencana 

kegiatan penyusunan program pembangunan 

daerah; 

b. menyusun bahan ke bijakan dalam rangka 

mempersiapkan program pembangunan daerah; 

c. menyusun pedoman, petunjuk teknis dan 

petunjuk pelaksanaan penyusunan program 

pembangunan daerah; 

d. melaksanakan koordinasi dengan pemerintah 

pusat, provmsi dan kabupaten/ kota lain serta 

pihak swasta dalam rangka penyusunan 

sinergitas program pembangunan daerah; 

e. melaksanakan sosialisasi dan koordinasi dalam 

rangka penyusunan program pembangunan 

daerah; 

f. melaksanakan penyusunan program 

pem ban gun an dalam rangka mengem bangkan 

akses pembangunan daerah; 

g. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi 

penyusunan program pembangunan dalam 

rangka mengurangi resiko dan kerugian pihak 

lain dalam rangka kelancaran program 

pembangunan daerah; 

h. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan 

program pembangunan daerah; 
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Pasal 44 ... 

akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan 
tugas; dan 

q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang 

diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan 

fungsinya. 

wujud sebagai 

dan Pengendalian 

sesuai basil 

Subbagian Perencanaan 

Program Pembangunan 

pelaksanaan kegiatan 

kegiatan pelaksanaan la po ran p. membuat 

1. menyusun rencana kegiatan pengendalian 

program pembangunan; 

J. menyusun bahan kebijakan pengendalian 

pem bangunan yang diselenggarakan oleh 

pemerintah maupun swasta agar pembangunan 

sesuai dengan program pembangunan daerah: 

k. menyusun pedoman, petunjuk teknis dan 

petunjuk pelaksanaan pembangunan dalam 

rangka pengendalian program pembangunan 
daerah; 

1. melaksanakan koordinasi dengan berbagai 

pihak dalam rangka mengurangi tingkat resiko 

dan kerugian akibat pelaksanaan program 

pembangunan baik oleh pemerintah maupun 
swasta; 

m. mengendalikan sinergitas program 

pembangunan baik oleh lembaga pernerintah 
maupun swasta; 

n. melaksanakan pembinaan dan fasilitasi dalam 

rangka pengendalian pelaksanaan program 
pembangunan; 

o. mengevaluasi basil pelaksanaan kegiatan 

Subbagian Perencanaan dan Pengendalian 

Program Pembangunan berdasarkan program 

kerja agar sesuai target basil; 

- 34 - 



j. melaksanakan ... 

Pasal 44 

(1) Kepala Subbagian Evaluasi Dan Pelaporan 

mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan 

kebijakan daerah, penyiapan bahan pemantauan dan 

evaluasi kebijakan daerah di bidang evaluasi dan 

pelaporan program pembangunan daerah. 

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

adalah se bagai berikut: 

a. menyusun rencana monitoring dan pelaporan 

program pembangunan daerah; 

b. melaksariakan monitoring dan pelaporan 

pelaksanaan program pembangunan daerah; 

c. menyusun pedoman, petunjuk teknis dan 

petunjuk pelaksanaan monitoring dan evaluasi 

pelaksanaan program pembangurian daerah; 

d. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi dalam 

rangka pelaksanaan monitoring dan evaluasi 

program pembangunan daerah; 

e. mencatat, menyusun rekomendasi dan 

menindaklanjuti hasil temuan monitoring dan 

evaluasi program pembangunan daerah; 

f. mengolah dan menyajikan data hasil evaluasi 

pelaksanaan program pernbangunan daerah; 

g. menyusun hasil evaluasi dan pelaporan sebagai 

bahan perumusan kebijakan program 

pernbangu nan daer ah; 

h. mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan 

Subbagian Evaluasi dan Pelaporan berdasarkan 

program kerja agar sesuai target hasil; 

1. membuat laporan pelaksanaan kegiatan 

Subbagian Evaluasi dan Pelaporan sesuai hasil 

pelaksanaan kegiatan sebagai wujud 

akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan 

tugas; 
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c. penyiapan ... 

Pasal47 

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 46, Kepala Bagian Pengadaan Barang dan 

Jasa mempunyai fungsi: 

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah di 

bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, 

pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, 

pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan 

jasa; 

b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan 

kebijakan Daerah di bidang pengelolaan pengadaan 

barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan 

secara elektronik, pembinaan dan advokasi 

pengadaan barang dan jasa; 

Pasal46 

Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai 

tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan 

daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, 

pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, 

pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang 

pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan 

layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan 

advokasi pengadaan barang dan jasa. 

Pasal 45 

Bagian Pengadaan Barang dan Jasa dipimpin oleh seorang 

Kepala Bagian yang berkedudukan di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Asisten Perekonomian dan 

Pembangunan. 

Administrasi Pembangunan; dan 

k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang 

diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan 

fungsinya. 

Bagi an ketatausahaan melaksanakan J. 
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a. melaksanakan ... 

pemantauan dan evaluasi kebijakan Daerah, di 

bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa. 

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

adalah sebagai berikut: 

Pasal49 
( 1) Kepala Subbagian Pengelolaan Pengadaan Barang 

dan Jasa mempunyai tu gas penyiapan bah an 
perumusan kebijakan Dae rah, penyiapan bah an 

Pasal 48 

(1) Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, terdiri atas: 

a) Subbagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan 

Jasa; 

b) Subbagian Pengelolaan Layanan Pengadaan 

Secara Ele ktronik; dan 

c) Subbagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan 

Barang dan J asa. 

(2) Masing-masing Subbagian sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Ke pala 

Subbagian yang berkedudukan di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Kepala Bagian. 

c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan 

tugas Perangkat Daerah di bidang pengelolaan 

pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan 

pengadaan secara elektronik, pembinaan dan 

advokasi pengadaan barang dan j asa; 

d. penyiapan bahan peman tauan dan evaluasi 

pelaksanaan kebijakan Daerah terkait pengelolaan 

pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan 

pengadaan secara elektronik, pembinaan dan 

advokasi pengadaan barang dan jasa; dan 

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh 

pimpinan sesuai tugas dan fungsinya. 
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(2) Uraian ... 

PasalSO 

(1) Kepala Subbagian Pengelolaan Layanan Pengadaan 

Secara Elektronik mempunyai tugas penyiapan 

bahan perumusan kebijakan Daerah, penyiapan 

bahan pemantauan dan evaluasi ke bijakan Daerah, 

di bidang pengelolaan layanan pengadaan secara 
elektronik. 

pemerintah; 

1. mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan 

Subbagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan 

Jasa berdasarkan program kerja agar sesuai 
target hasil; 

J. membuat laporan pelaksanaan kegiatan 

Subbagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan 

Jasa sesuai hasil pelaksanaan kegiatan sebagai 

wujud akuntabilitas dan transparansi 
pelaksanaan tugas; dan 

k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang 

diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan 
fungsinya. 

dan evaluasi 

barang/jasa 

pemantauan 

pengadaan 

h. melaksanakan 

pelaksanaan 

a. melaksanakan inventarisasi paket pengadaan 

barang/ j asa; 

b. melaksanakan riset dan analisis pasar 

barang/ j asa; 

c. menyusun strategi pengadaan barang/jasa; 

d. menyiapkan dan mengelola dokumen pemilihan 

beserta dokumen pendukung lainnya dan 

informasi yang dibutuhkan; 

e. melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa; 

f. menyusun dan mengelola katalog elektronik 
lokal / sektoral; 

g. membantu perencanaan dan pengelolaan 

kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah; 
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Pasal 51. .. 

Pengadaan Barang dan Jasa; dan 
1. melaksanakan tugas kedinasan lain yang 

diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan 
fungsinya. 

Bagi an keta tausahaan k. melaksanakan 

Subbagian Pengadaan Barang dan Jasa Secara 
Elektronik sesuai hasil pelaksariaan kegiatan 
sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi 
pelaksanaan tugas; 

J. kegiatan 

informasi yang dibutuhkan oleh Unit Kerja 
Pengadaan Barang/ J asa; 

f. melaksanakan pelayanan informasi pengadaan 
barang/jasa pemerintah kepada masyarakat 
luas; 

g. mengelola informasi kontrak; 
h. mengelola informasi manajemen barang/jasa 

hasil pengadaan; 
1. mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan 

Sub bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan 
Secara Elektronik berdasarkan program kerja 
agar sesuai target hasil; 
membuat laporan pelaksanaan 

sis tern 

kebutuhan d. melaksanakan identifikasi 
pengembangan sistem informasi; 

e. melaksanakan pengem bangan 

barang/jasa pemerintah secara elektronik; 
c. memfasili tasi pelaksanaan regis trasi dan 

verifikasi pengguna seluruh sistem informasi 
pengadaan barang/ j asa; 

pengadaan b. melaksanakan pelayanan 

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
adalah sebagai berikut: 
a. melaksanakan pengelolaan seluruh sistem 

informasi pengadaan barang/jasa (termasuk 
akun pengguna sistem pengadaan secara 
elektronik) dan infrastrukturnya; 
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k. melaksanakan ... 

Pasal 51 

(1) Kepala Subbagian Pembinaan dan Advokasi 

Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai tugas 

penympan bahan perumusan kebijakan Daerah, 

penyrapan bahan pemantauan dan evaluasi 

kebijakan Daerah, di bidang pembinaan dan 

advokasi pengadaan barang dan jasa. 

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

adalah sebagai brikut: 

a. melaksanakan pembinaan bagi para pelaku 

pengadaan barang/jasa pemerintah, terutama 

para Pengelola Pengadaan Barang/ J asa dan 

personel Unit Kerja Pengadaan Barang /Jasa; 

b. melaksanakan pengelolaan manajemen 

pengetah uan pengadaan barang/ j asa; 

c. membina hubungan dengan para pemangku 

keperitingan; 

d. melaksanakan pengelolaan dan pengukuran 

tingkat kematangan Unit Kerja Pengadaan 

Barang/Jasa; 

e. rnelaksanakan analisis beban kerja Unit Kerja 

Pengadaan Barang/ J asa; 

f. mengelola personil Unit Kerj a Pengadaan 

Barang/ J asa; 

g. melaksanakan pengembangan sistem insentif 

personel Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa; 

h. memfasilitasi implementasi standarisasi 

layanan pengadaan secara elektronik; 

1. melaksanakan pengelolaan dan pengukuran 

kinerja pengadaan barang/jasa pemeriritah, 

J. melaksanakan bimbingan teknis, 

pendampingan, dan/ atau konsultasi proses 

pengadaan barang/jasa pemerintah di 

lingkungan pemerintah daerah; 
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a. penyusunan ... 

Pasal53 

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 52, Asisten Administrasi U mum mempunyai 
fungsi: 

Pasal52 

Asisten Administrasi Umum mempunyai tugas membantu 

Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan daerah, 

pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan 

tugas Perangkat Daerah dan pemantauan dan evaluasi 

pelaksanaan kebijakan daerah di bidang protokol, 

komunikasi, Administrasi Pimpinan, Umum dan 
Organisasi. 

Paragraf 4 

Asisten Administrasi Umum 

pengadaan barang/jasa pemerintah, antara lain 

SIRUP, SPSE, e-katalog, e-rnonev, SIKaP; 

1. melaksanakan layanan penyelesaian sengketa 

kontrak melalui mediasi; 

m. rnengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan 

Subbagian Pernbinaan dan Advokasi Pengadaan 

Barang dan Jasa berdasarkan program kerja 

agar sesuai target hasil; 

n. membuat laporan pelaksanaan kegiatan 

Subbagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan 

Barang dan J asa se suai hasil pelaksanaan 

kegiatan sebagai wujud akuntabilitas dan 

transparansi pelaksanaan tugas; dan 

o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang 

diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan 
fungsinya. 

teknis, 

konsultasi 

informasi sistem seluruh penggunaan 

bimbingan 

dan/atau 

k. melaksanakan 

pend am pingan, 
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Pasal 56 ... 

Pasal 55 

Kepala Bagian Protokol, Komunikasi dan Administrasi 

Pimpinan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan 

pelaksanaan kebijakan dan pemantauan dan evaluasi di 

bidang tata usaha pimpinan, komunikasi pimpinan, 

protokol dan rumah tangga. 

Pasal54 

Bagian Protokol, Komunikasi dan Administrasi Pimpinan 

dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berkedudukan 

di bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten 

Administrasi Umum. 

a. penyusunan kebijakan daerah di bidang organisasi; 

b. pelaksanaan kebijakan di bidang umum, protokol 

dan komunikasi pimpinan, dan perencanaan dan 

keuangan 

c. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat 

Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang 

keuangan, perencanaan, kepegawaian, penelitian 

dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan, serta 

pengawasan. 

d. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat 

Daerah di bidang organisasi; 

e. penyiapan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di 

bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi 

pimpinan; 

f. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan 

daerah di bidang organisasi; 

g. penyiapan pelaksanaan pembinaan administrasi dan 

aparatur sipil negara pada Perangkat Daerah; dan 

h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh 

Sekretaris Daerah dibidang umum, orgarusasi, 

protokol dan komunikasi pimpinan yang berkaitan 

dengan tugasnya. 
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b. melaksanakan ... 

perkantoran yang meliputi kegiatan tata usaha 

pimpman; 

administrasi pengelolaan a. melaksanakan 

Pasal58 

(1) Kepala Subbagian Tata Usaha Pimpinan mempunyai 

tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan 

Daerah, penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi 

kebijakan Daerah, di bidang Tata Usaha Pimpinan. 

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

adalah sebagai berikut: 

Pasal 57 

(1) Bagian Protokol, Komunikasi dan Administrasi 

Pimpinan, terdiri atas: 

a. Subbagian Tata Usaha Pimpinan; 

b. Subbagian Komunikasi Pimpinan; dan 

c. Subbagian Protokol dan Rumah Tangga. 

(2) Masing-masing Subbagian sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala 

Subbagian yang berkedudukan di bawah dan 

bertanggungjawab kepada Kepala Bagian. 

Pasal 56 

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 55, Kepala Bagian Protokol, Komunikasi dan 

Administrasi Pimpinan mempunyai fungsi: 

a. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang 

tata usaha pimpinan, komunikasi pimpinan, protokol 
dan rumah tangga; 

b. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan 

evaluasi di bidang tata usaha pimpinan, komunikasi 

pimpinan, protokol dan rumah tangga; dan 

c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh 

pimpinan sesuai tugas dan fungsinya. 
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e. memberi ... 

komunikasi Walikota dan Wakil Walikota; 
d. rnenjalin hubungan dengan berbagai pihak 

terkait pelaksanaan fungsi juru bicara pimpinan 

daerah; 

fasilitasi dan koordinasi c. melaksanakan 

Pasal59 

(1) Kepala Subbagian Komunikasi Pimpinan mempunyai 

tugas melaksanakan penyia pan bahan perumusan 

kebijakan daerah, penyiapan bahan pemantauan dan 

evaluasi kebijakan daerah, di bidang, komunikasi 

pimpinan, dan dokumentasi. 

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

adalah sebagai berikut: 

a. menyiapkan bahan informasi acara dan jadwal 

kegiatan Walikota dan Wakil Walikota; 

b. menginformasikanjadwal dan kegiatan Walikota 

dan Wakil Walikota; 

akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan 

tugas; 

e. menyiapkan dan menggandakan bahan materi 

rapat; 

f. menyiapkan dan menggandakan bahan materi 

kebijakan; dan 

g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang 

diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan 

fungsinya. 

wujud sebagai kegiatan pelaksanaan 

Subbagian Tata Usaha Pimpinan sesuai hasil 

kegiatan pelaksanaan la po ran d. membuat 

b. melaksanakan pemantauan dan evaluasi di 

bidang pengelolaan administrasi perkantoran 

yang meliputi kegiatan tata usaha pimpinan; 

c. merigevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan 

Subbagian Tata Usaha Pimpinan berdasarkan 

program kerja agar sesuai target hasil; 
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(2) Uraian ... 

Pasal 60 

(1) Kepala Subbagian Protokol dan Rumah Tangga 

mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan 

perumusan kebijakan Daerah, penyiapan bahan 

pemantauan dan evaluasi kebijakan Daerah, di 

bidang protokol dan rumah tangga. 

e. memberi masukan kepada kepala bagian 

tentang penyampaian informasi tertentu; 

f. menghimpun dan mengolah informasi yang 

yang bersifat penting dan mendesak sesuai 

kebutuhan Walikota dan Wakil Walikota; 

g. mendokumentasikan kegiatan Walikota dan 

Wakil Walikota; 

h. mengelola website Sekretariat Daerah; 

i. melaksanakan tata usaha bagian meliputi 

keuangan, persuratan, aset, perencanaan, 

evaluasi dan pelaporan; 

J. menyusun naskah sambutan dan pidato 

Walikota dan Wakil Walikota; 

k. melaksanakan pemantauan dan evaluasi 

pelaksanaan kegiatan komunikasi pimpinan 

dengan cara mengukur pencapaian program 

kerja yang telah disusun untuk bahan laporan 

dan kebijakan tindak lanjut; 

1. melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan 

Subbagian Kornunikasi Pimpinan baik secara 

lisan maupun tertulis kepada Kepala Bagian 

Protokol, Komunikasi dan Administrasi 

Pimpinan sebagai wujud akuntabilitas dan 

transparansi pelaksanaan tugas; dan 

m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang 

diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan 
fungsinya. 
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evaluasi ... 

Pasal 62 

Kepala Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan 

penyiapan pelaksanaan kebijakan, pemantauan dan 

Pasal 61 

Bagian Urrrum dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang 

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada 

Asisten Administrasi Umum. 

f. membuat laporan pelaksanaan kegiatan 

Su bbagian Protokol dan Rumah tangga sesuai 

hasil pelaksanaan kegiatan sebagai wujud 

akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan 

tugas; 

g. melaksanakan ketatausahaan Bagian Protokol, 

Komunikasi dan Administrasi Pimpinan; dan 

h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang 

diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan 

fungsinya. 

dan rapat-rapat; 

e. mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan 

Subbagian Protokol dan Rumah tangga 

berdasarkan program kerja agar sesuai target 

hasil; 

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

adalah sebagai berikut: 

a. melaksanakan tata protokoler dalam rangka 

penyambutan tamu pemerintah daerah; 

b. menyiapkan bahan koordinasi dan/atau 

fasilitasi keprotokolan; 

c. melaksanakan urusan rumah tangga Walikota 

dan Wakil Walikota serta Sekretariat Daerah; 

d. melaksanakan penyediaan akomodasi, jamuan, 

makanan dan minuman untuk kegiatan 

Pemerintah Daerah, Tamu Pemerin tah Daerah 
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Pasal 65 ... 

Pasal 64 

(1) Bagian Umum, terdiri atas: 

a. Subbagian Perencanaan dan Penganggaran; 

b. Subbagian Administrasi dan Kepegawaian; dan 

c. Subbagian Perlengkapan. 

(2) Masing-masing Subbagian sebagaimana dimaksud 

pada ayat ( 1) dipimpin oleh seorang Kepala 

Subbagian yang berkedudukan di bawah dan 

bertanggungjawab kepada Kepala Bagian. 

Pasal 63 

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 62, Kepala Bagi an U mum memiliki fungsi: 

a. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan 

kebijakan daerah di bidang perencanaan dan 

penganggaran, administrasi dan kepegawaian serta 

perlengkapan; 

b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan 

tugas Perangkat Daerah di bidang perencanaan dan 

penganggaran, administrasi dan kepegawaian serta 

perlengkapan; 

c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi 

pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian 

kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor 

yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di 

bidang perencanaan dan penganggaran, administrasi 

dan kepegawaian serta perlengkapan; dan 

d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh 

pimpinan sesuai tugas dan fungsinya. 

evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang 

perencanaan dan penganggaran, administrasi dan 

kepegawaian serta perlengkapan. 
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wujud ... 

Subbagian Perencanaan dan Penganggaran 

sesuai hasil pelaksanaan kegiatan sebagai 

kegiatan laporan pelaksanaan membuat J. 

anggaran di lingkungan Sekretariat Daera h; 

h. melaksanakan sistem pengendalian intern; 

1. mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan 

Subbagian Perencanaan dan Penganggaran 

berdasarkan program kerja agar sesuai target 

hasil; 

fasilitasi dan pernbinaan g. melaksanakan 

Sekretariat Daerah; 

e. melaksanakan penatausahaan barang milik 

daerah pada Sekretariat Daerah; 

f. melaksanakan teknis pengelolaan administrasi 

keuangan dan anggaran di lingkungan 

Sekretariat Daerah; 

b. menyiapkan bahan fasilitasi pelaksanaan 

asistensi dan verifikasi RKA DPA, DPPA 

Perangkat Daerah; 

c. menyusun perjanjian kinerja Sekretariat 

Daerah; 

d. melaksanakan penatausahaan keuangan 

Pasal 65 

(1) Kepala Subbagian Perencanaan dan Penganggaran 

mernpunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan 

perumusan ke bijakan Daerah, penyiapan bahan 

pemantauan dan evaluasi kebijakan Daerah, di 

bidang perencanaan dan penganggaran. 

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

adalah sebagai berikut: 

a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan 

Sekretariat Daerah yang meliputi penyusunan 

rencana strategis (Renstra), rencana kinerja 

(Renja) tahunan, Rencana Kerja Anggaran (RKA); 
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sesuai ... 

Subbagian Administrasi dan Kepegawaian 
berdasar kan program kerja agar sesuai target 
hasil; 

f. membuat la po ran pelaksanaan kegiatan 
Subbagian Administrasi dan Kepegawaian 

Kepegawaian di lingkungan Sekretariat Daerah; 

e. mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan 

Administrasi 

lingkungan Sekretariat Daerah; 

d. melaksanakan pengelolaan 

di kearsipan pengelolaan melak:sanakan c. 

perkantoran yang meliputi kegiatan tata usaha 

umum, persuratan, kepegawaian Sekretaris 

Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Staf Ahli, 

dan rapat-rapat dinas; 

b. melaksanakan melak:sanakan pemantauan dan 

evaluasi dibidang pengelolaan administrasi 

perkantoran yang meliputi kegiatan tata usaha 

umurn, persuratan, kepegawaian Sekretaris 

Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Staf Ahli, 

dan rapat-rapat dinas; 

administrasi a. melaksanakan pengelolaan 

Pasal 66 

(1) Kepala Subbagian Administrasi dan Kepegawaian 

mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan 

perumusan kebijakan Daerah, penyiapan bahan 

pemantauan dan evaluasi kebijak:an Daerah, di 

bidang di bidang administrasi dan kepegawaian. 

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

adalah sebagai berikut: 

pelak:sanaan tugas; dan 

k. melak:sanakan tugas kedinasan lain yang 

diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan 

fungsinya. 

transparansi dan ak:untabilitas wujud 
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e. melaksanakan ... 

penggunaan, pengendalian dan pemeliharaan 

kendaraan dinas Walikota dan Wakil Walikota 

serta Sekretariat Daerah serta kendaraan dinas 

operasional dan sewa kendaraan; 

d. melaksanakan pemeliharaan sarana dan 

prasarana, menJaga kebersihan dan 

pemeliharaan Rumah Dinas Walikota dan Wakil 

Walikota serta Rumah Dinas Sekretaris Daerah; 

pengelolaan, c. 

Pasal 67 

(1) Kepala Subbagian Perlengkapan mempunyai tugas 

melaksanakan penyiapan bahan perumusan 

kebijakan Daerah, penyiapan bahan pemantauan 

dan evaluasi kebijakan Daerah, di bidang 

perlengkapan. 

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

adalah se bagai beriku t: 

a. melaksanakan kebijakan pengamanan, 

pemeliharaan sarana dan prasarana serta 

menjaga kebersihan kantor di lingkup 

Sekretariat Daerah; 

b. melaksanakan kebijakan pengadaan 

perlengkapan Walikota dan Wakil Walikota serta 

Sekretariat Daerah; 

melaksanakan ke bijakan 

pelaksanaan tugas; 

g. melaksanakan ketatausahaan Bagian Umum; 

dan 

h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang 

diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan 

fungsinya. 

transparansi dan akuntabilitas wujud 

sesuai hasil pelaksanaan kegiatan sebagai 
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a. penyiapan ... 

Pasal 70 

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 69, Kepala Bagian Organisasi mempunyai 

fungsi: 

pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, 

pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah 

di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan 

publik dan tata laksana, dan kinerja dan reformasi 
birokrasi. 

Daerah, kebijakan perumusan pengoordinasian 

Pasal 69 

Kepala Bagian Organisasi mempunyai tugas 

melaksanakan penyiapan perurrrusan kebijakan Daerah, 

Pasal68 

Bagian Organisasi dipimpin oleh seorang Kepala Bagian 

yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab 

kepada Asisten Administrasi Umum. 

tugas; dan 

h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang 

diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan 

fungsinya. 

g. membuat la po ran pelaksanaan kegiatan 

Subbagian perlengkapan sesuai hasil 
pelaksanaan kegiatan sebagai wujud 
akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan 

e. melaksanakan penyiapan sarana dan prasarana 

untuk mendukung kegiatan Walikota dan Wakil 

Walikota serta Sekretariat Daerah; 

f. mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan 

Subbagian perlengkapan berdasarkan program 

kerj a agar sesuai target hasil; 
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Pasal 72 ... 

Pasal 71 
( 1) Bagian Organisasi, terdiri atas: 

a) Subbagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan; 

b) Subbagian Pelayanan Publik dan Tata Laksana; 

dan 

c) Subbagian Kinerja dan Reformasi Birokrasi. 

(2) Masing-masing Subbagian sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dipimpin ole h seorang Kepala 

Subbagian yang berkedudukan di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Kepala Bagian. 

kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik 

dan tata laksana serta kinerja dan reformasi 

birokrasi; dan 

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh 

pimpinan sesuai tugas dan fungsinya. 

bi dang 

evaluasi dan 

di 

a. penyiapan bahan perumusan ke bijakan daerah di 

bidang kelernbagaan dan analisis jabatan, pelayanan 

publik dan tata laksana serta kinerja dan reforma si 

birokrasi; 

b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan 

kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis 
jabatan, pelayanan publik dan tata laksana serta 

kinerja dan reformasi birokrasi; 

c. pcnyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan 

tugas Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi 

perrunjang keuangan, perencanaan, kepegawaian, 

penelitian dan pengembangan, pendidikan dan 

pelatihan, serta pengawasan; 

d. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan 

tugas Perangkat Daerah di bidang kelembagaan dan 

analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana 

serta kinerja dan reformasi birokrasi; 

penyiapan bahan pemantauan 

pelaksanaan kebijakan daerah 

e. 
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Pasal 73 ... 

Pasal 72 
(1) Kepala Subbagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan 

mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan 
perumusan kebijakan Daerah, penyiapan bahan 
pemantauan dan evaluasi kebijakan Daerah di bidang 
kelembagaan dan analisis jabatan. 

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
adalah se bagai berikut: 
a. menyiapkan bahan penyusunan Struktur 

Organisasi dan Tata Kerja (SOTK); 
b. menyusun bahan koordinasi perumusan tugas 

dan fungsijabatan organisasi Perangkat Daerah; 
c. menyusun bahan evaluasi kelembagaan 

Perangkat Daerah dan unit pelaksana teknis 
Perangkat Daerah; 

d. menyusun Standar Kompetensi Jabatan (SKJ); 
e. menyusun analisis jabatan, analisis beban 

kerja, dan evaluasi jabatan; 
f. menyusun kajian akademik terhadap usulan 

penataan organisasi Perangkat Daerah; 
g. menyusun profil kelembagaan Perangkat 

Daerah; 
h. mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan 

Subbagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan 
berdasarkan program kerja agar sesuai target 
basil; 

i. membuat laporan pelaksanaan kegiatan 
Subbagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan 
sesuai hasil pelaksanaan kegiatan se bagai 
wujud akuntabilitas dan transparansi 
pelaksanaan tugas; dan 

J. melaksanakan tugas kedinasan lain yang 
diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan 
fungsinya. 
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Pasal 74 ... 

Pasal 73 

(1) Kepala Subbagian Pelayanan Publik dan Tata 

Laksana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan 

bahan perumusan kebijakan Daerah, penyiapan 

bahan pemantauan dan evaluasi kebijakan Daerah, 

di bidang pelayanan pu blik dan tata laksana. 

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

adalah sebagai berikut: 

a. menyusun pedoman pakaian dinas, jam kerja, 

metode kerja, prosedur kerja, dan pola 

hubungan kerja; 

b. menyiapkan bahan pembinaan serta bimbingan 

teknis di bidang ketatalaksanaan dan pelayanan 

publik bagi unit kerja/organisasi Perangkat 

Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah; 

c. melaksanakan sosialisasi dan fasilitasi 

penyusunan Standar Pelayanan Pu blik; 

d. menghimpun dan memfasilitasi Standar 

Operasional Prosedur (SOP) yang disusun oleh 

masing-masing Perangkat Daerah; 

e. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi 

pelayanan publik; 

f. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi inovasi 

pelayanan pu blik; 

g. mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan 

Subbagian Pelayanan Publik dan Tata Laksana 

berdasarkan program kerja agar sesuai target 

hasil; 

h. mernbuat laporan pelaksanaan kegiatan 

Sub bagian Pelayanan Publik dan Tata Laksana 

scsuar hasil pelaksanaan kegiatan sebagai 

wujud akuntabilitas dan transparansi 

pelaksanaan tugas; dan 

1. melaksanakan tugas kedinasan lain yang 

diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan 

fungsinya. 
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BAB III... 

Organisasi; dan 

1. melaksanakan tugas kedinasan lain yang 

diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan 

fungsinya. 

Bagian 

Subbagian Kinerja dan Reformasi Birokrasi 

sesuai hasil pelaksanaan kegiatan sebagai 

wujud akuntabilitas dan transparansi 

pelaksanaan tugas; 

h. melaksanakan ketatausahaan 

kegiatan pe laksan aan laporan g. 

Pasal 74 

(1) Kepala Subbagian Kinerja dan Reformasi Birokrasi 

mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan 

perumusan kebijakan Daerah, penyiapan bahan 

pemantauan dan evaluasi kebijakan Daerah, di 

bidang kinerja dan reformasi birokrasi. 

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

adalah sebagai berikut: 

a. menyusun bahan kebijakan teknis Peningkatan 

Kienrja dan Reformasi Birokrasi; 

b. menyusun bahan Laporan Kinerja Instansi 

Pemerintah (LKjIP) Daerah dan Sekretariat 

Dae rah; 

c. menyusun road map reformasi birokrasi; 

d. melakukan fasilitasi pelaksanaan Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

(SAKIP); 

e. melaksanakan monitoring dan evaluasi 

pelaksanaan kebijakan Peningkatan Kinerja dan 

Reformasi Birokrasi; 

f. mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan 

Subbagian Kinerja dan Reformasi Birokrasi 

berdasarkan program kerja agar sesuai target 

hasil; 

membuat 

- 55 - 



Bagian ... 

Pasal 77 

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaiamana dimaksud 

pada Pasal 76, Sekretariat DPRD memiliki fungsi: 

a. pengoordinasian pelayanan administrasi dan 

pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi 

DPRD; 

b. pengoordinasian tugas dan fungsi unsur orgamsasi 

Sekretariat DPRD; dan 

c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota 

terkait tugas dan fungsinya. 

Pasal 76 

Sekretariat DPRD mempunyai tugas membantu Walikota 

melaksanakan fungsi pendukung dan layanan 

administrasi terhadap tugas dan fungsi DPRD. 

Bagian Kedua 

Tugas Pokok dan Fungsi 

Pasal 75 

(1) Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan 

administrasi dan pemberian dukungan terhadap 

tugas dan fungsi DPRD yang dipimpin oleh Sekretaris 

DPRD. 

(2) Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat 

[I] secara teknis operasional berkedudukan di bawah 

dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan 

secara administratif berkedudukan di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Walikota melalui 

Sekretaris Daerah. 

Bagian Kesatu 

Kedudukan 

BAB III 

SEKRETARIAT DPRD 
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Pasal 80 ... 

Pasal 79 

Sekretaris DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan 

administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung 

pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan 

dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh 

DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai 
dengan kebutuhan. 

Paragraf 1 

Sekretaris DPRD 

Bagian Keempat 

Uraian Tugas 

Pasal 78 

Susunan Organisasi Sekretariat DPRD, terdiri atas: 
a. Sekretaris; 

b. Bagian Persidangan dan Perundang-undangan terdiri 
atas: 

1. Subbagian Persidangan dan Risalah; 

2. Subbagian Kajian Perundang-undangan; dan 

3. Subbagian Hubungan Masyarakat. 

c. Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan, 

terdiri atas: 

1. Subbagian Fasilitasi Penganggaran; dan 

2. Subbagian Kerja sama dan Aspirasi. 

d. Bagian Umum dan Keuangan, terdiri atas: 

1. Subbagian Kepegawaian dan Organisasi; 

2. Subbagian Administrasi, Perencanaan dan 
Keuangan;dan 

3. Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga. 

Bagian Ketiga 

Susunan Organisasi 
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i. merigoordinasikan ... 

mempunyai uraian tugas se bagai berikut: 

a. mengoordinasikan dukungan administrasi 

kesekretariatan DPRD; 

b. mengoordinasikan tugas dan fungsi DPRD 

bidang legislasi; 

c. mengoordinasikan tugas dan fungsi DPRD 

bidang penganggaran dan pengawasan 

d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi 

pelaksanaan kegiatan bidang kesekretariatan; 

e. memberi petunjuk, arahan serta membagi tugas 

kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas 

sesuai peraturan perundang- undangan; 

f. menyelenggarakan konsultasi dan koordinasi 

baik vertikal maupun horizontal guna 

sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas; 

g. merumuskan bahan kebijakan teknis 

kesekretariatan sesuai peraturan perundang­ 

undangan dan petunjuk teknis sebagai bahan 

kajian pirnpina n; 

h. mengoordinasikan penyusunan rencana dan 

program, evaluasi serta pelaporan sesuai 

peraturan perundang- undangan; 

f ungsi se bagaimana 

(1), Sekretaris DPRD 

Dalam menyelenggarakan 

dimaksud dalam ayat 

(2) 

Pasal 80 

(1) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 79, Sekretaris DPRD 

mempunyai fungsi: 

a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan 

DPRD; 

b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD; 

c. fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD; dan 

d. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli 

yang diperlukan oleh DPRD. 
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(2) Kepala ... 

Pasal 81 
(1) Bagian Persidangan dan Perundang-undangan 

dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang 

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab 

kepada Sekretaris Dewan. 

Paragraf 2 

Bagian Persidangan dan Perundang-undangan 

1. mengoordinasikan pengelolaan keuangan dan 

perbendaharaan sesuai peraturan perundang­ 

undangan guna tertib administrasi keuangan; 

J. mengoordinasikan pelaksanaan pengelolaan 

surat menyurat, ekspedisi, arsip, perlengkapan, 

rumah tangga, perjalanan dinas dan 

ketatalaksanaan sesuai peraturan perundang­ 

undangan guna kelancaran pelaksanaan tugas; 

k. mengoordinasikan pengelolaan dan pelayanan 

administrasi kepegawaian sesuai peraturan 

perundang-undangan guna tertib administrasi 

kepegawaian; 

1. mengoordinasikan pelaksanaan evaluasi dan 

menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan 

sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai 

peraturan perundang-undangan dalam rangka 

peningkatan karier, pemberian penghargaan 

dan sanksi; 

m. mengoordinasikan pelaporan pelaksanaan 

program dan kegiatan bidang kesekretariatan 

baik secara lisan maupun tertulis kepada 

Walikota melalui Sekretaris Daerah sebagai 

wujud akuntabilitas dan transparansi 

pelaksanaan tugas; dan 

n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang 

diberikan oleh pimpinan, baik lisan maupun 

tertulis sesuai tugas dan fungsinya. 
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Subbagian ... 

Pasal 83 

(1) Bagian Persidangan dan Peraturan Perundang­ 

uridangan, terdiri atas: 

a. Subbagian persidangan dan Risalah; 

b. Subbagian Kajian Perundang-undangan; dan 

c. Subbagian Hubungan Masyarakat. 

(2) Masing-masing Subbagian sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala 

yang berkaitan dengan tugasnya. 

pemeriksaan e. pengendalian, penelitian, dan 

pelaksanaan tugas bawahan; 

f. pelaksanaan konsultasi dan koordinasi baik vertikal 

maupun horizontal guna sinkronisasi dan 

kelancaran pelaksanaan tugas; dan 

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan 

Pasal 82 

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 81 ayat (2), Kepala Bagian Persidangan dan 

Perundang-undangan mempunyai fungsi: 

a. pembentukan peraturan daerah dan peraturan 

DPRD; 

b. pelaksanaan fasilitasi tugas DPRD; 

c. pelaksanaan fasilitasi peningkatan kapasitas DPRD; 

d. pembagian tugas, pemberian petunjuk, dan 

pemberian bimbingan kepada bawahan dalam 

pelaksanaan tugas; 

(2) Kepala Bagian Persidangan dan Perundang- 

undangan mempunyai tugas melaksanakan 

koordinasi penyelenggaraan persidangan, 

penyusunan risalah dan kajian peraturan 

perundang-undangan, serta pelaksana kegiatan 

hubungan masyarakat, publikasi dan protokoler 

sidang/rapat DPRD. 
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a. melaksanakan ... 

Pasal 85 
(1) Kepala Subbagian Kajian Perundang-undangan 

mempunyai tugas pembentukan peraturan daerah 

dan peraturan DPRD. 

(2) Uraian tugas Kepala Subbagian Kajian Perundang­ 

undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

sebagai berikut: 

Pasal 84 

(1) Kepala Subbagian Persidangan dan Risalah 

mempunyai tugas fasilitasi tugas D PRD. 

(2) Uraian tugas Kepala Subbagian Persidangan dan 

Risalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai 

berikut: 

a. melaksanakan koordinasi dan konsultasi 

pelaksanaan tugas DRPD; 

b. melaksanakan penyusunan laporan kinerja 

DPRD; 

c. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas 

badan musyawarah; 

d. melaksanakan fasilitasi tugas pimpinan DPRD; 

e. membagi tugas, memberi petunjuk, dan 

membimbing bawahan dalam pelaksanaan 

tugas; 

f. mengendalikan, meneliti, dan memeriksa 

pelaksanaan tugas bawahan; 

g. melaksanakan konsultasi dan koordinasi baik 

vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi 

dan kelancaran pelaksanaan tu.gas; dan 

h. melaksanakan tu.gas lain yang diberikan oleh 

atasan yang berkaitan dengan tugasnya. 

Subbagian yang berkedudukan di bawah dan 

bertanggungjawab kepada Kepala Bagian. 
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g. melaksanakan ... 

mernpunyai tugas peningkatan kapasaitas DPRD. 

(2) Uraian tugas Kepala Subbagian Hubungan 

Masyaraka t sebagaimana dimaksud pada aya t ( 1) 

sebagai berikut: 

a. melaksanakan orientasi DPRD; 

b. melaksanakan bimbingan teknis DPRD; 

c. melaksanakan publikasi dan dokumen tasi 

DPRD; 

d. melaksanakan penyediaan kelompok pakar dan 

tim ahli; 

e. melaksanakan penyediaan tenaga ahli; 

f. melaksanakan penyelenggaraan hubungan 

masyarakat; 

Masyarakat Hubungan Subbagian (1) Kepala 

Pasal86 

akademik; 

e. melaksanakan penyusunan tata tertib DPRD; 

f. membagi tugas, memberi petunj uk, dan 

mernbimbing bawahan dalam pelaksanaan 

tugas; 

g. mengendalikan, meneliti, dan memeriksa 

pelaksanaan tugas bawahan; 

h. melaksanakan konsultasi dan koordinasi baik 

vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi 

dan kelancaran pelaksanaan tugas; dan 

1. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh 

atasan yang berkaitan dengan tugasnya. 

kajian 

peraturan daerah; 

melaksanakan pcnyelenggaraan 

perundang-undangan; 

d. melaksanakan fasilitasi penyusunan 

penjelasan/keterangan dan/atau naskah 

c. 

rancanangan pembahasan b. melaksanakan 

a. melaksanakan penyusunan dan pembahasan 

program pembentukan peraturan daerah; 
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d. pengoordinasian ... 

Pasal 88 

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 84 ayat (2), Kepala Bagian Fasilitasi 

Penganggaran dan Pengawasan mempunyai fungsi: 

a. pengoordinasian dan memfasili tasi penyerapan dan 

penghimpunan aspirasi masyarakat; 

b. pengoordinasian dan memfasilitasi pembahasan 

kerja sama daerah; 

c. pengoordinasian dan memfasilitasi pengawasan 

penyelenggaraan pemerintahan; 

Pasal 87 

( 1) Bagian Fasili tasi Penganggaran dan Pengawasan 

dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang 

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab 

kepada Sekretaris Dewan. 

(2) Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan 

Pengawasan mempunyai tugas melaksanakan 

fasilitasi penganggaran, kerja sama dan aspirasi. 

Paragraf 3 

Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan 

g. melaksanakan penyusunan program kerja 

DPRD; 

h. membagi tugas, memberi petunjuk, dan 

mem bimbing bawahan dalam pelaksanaan 

tugas; 

1. mengendalikan, meneliti, dan memeriksa 

pelaksanaan tugas bawahan; 

J. melaksanakan konsultasi dan koordinasi baik 

vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi 

dan kelancaran pelaksanaan tugas; dan 

k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh 

atasan yang berkaitan dengan tugasnya 
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d. memfasilitasi ... 

dan 

la po ran 

memverifikasi 

pembahasan 

c. memfasilitasi, 

mengoordinasikan 

semester; 

mengoordinasikan pembahasan KUA dan PPAS, 

serta perubahan KUA dan perubahan PPAS; 

b. memfasilitasi, memverifikasi dan 

mengoordinasikan pembahasan APBD dan 

APBD Perubahan; 

dan memverifikasi a. memfasilitasi, 

Pasal 90 

(1) Kepala Subbagian Fasilitasi Penganggaran 

mempunyai tugas melakukan fasilitasi pembahasan 

kebijakan anggaran. 

(2) Uraian tugas Kepala Subbagian Fasilitasi 

Penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

se bagai beriku t: 

Pasal 89 

( 1) Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan, 

terdiri atas: 

a. Subbagian Fasilitasi Penganggaran; dan 

b. Subbagian Kerja sama dan Aspirasi. 

(2) Masing-masing Subbagian sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala 

Subbagian yang berkedudukan di bawah dan 

bertanggungjawab kepada Kepala Bagian. 

d. pengoordinasian dan memfasilitasi, pelaksanaan dan 

pengawasan kode etik DPRD; 

e. pengoordinasian dan memfasilitasi pembahasan 

kebijakan anggaran; dan 

f. pelaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan 

yang berkaitan dengan tugasnya. 
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h. melaksanakan ... 

Pasal 91 

(1) Kepala Subbagian Kerja Sama dan Aspirasi 

mempunyai tugas melakukan fasilitasi penyerapan 

dan penghimpunan aspirasi masyarakat, 

pembahasan kerja sama daerah dan pengawasan 

penyelenggaraan pemerintahan serta pelaksanaan 

dan pengawasan kode etik DPRD. 

(2) Uraian tugas Kepala Subbagian Kerja Sama dan 

Aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 

se bagai berikut: 

a. melaksanakan fasilitasi kunjungan kerja dalam 

daerah; 

b. melaksanakan fasilitasi penyusunan pokok­ 

pokok pikiran DPRD; 

c. melaksanakan fasilitasi reses; 

d. memfasilitasi, memverifikasi dan 

mengoordinasikan persetujuan kerja sama 

daerah; 

e. melaksanakan fasilitasi penyusunan bahan 

komunikasi dan publikasi; 

f. melaksanakan fasilitasi pengawasan urusan 

pemerintah bidang pemerintahan dan hukum, 

infrastruktur, kesejahteraan rakyat, 

perekonomian dan sumberdaya alam; 

g. melaksanakan fasilitasi pengawasan tindak 

lanjut basil pemeriksaan laporan keuangan oleh 

BPK; 

d. mernfasilitasi, memverifikasi dan 

mengoordinasikan pem bahasan 

pertanggungjawaban APBD; 

e. menyusun bahan pembahasan Raperda 

pertangungjawaban pelaksanaan APBD; dan 

f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh 

atasan yang berkaitan dengan tugasnya. 
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d. pengelolaan ... 

Pasal93 

(1) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 92 ayat (2), Kepala Bagian 

Umum dan Keuangan mempunyai fungsi: 

a. penyelenggaraan ketatausahaan Sekretariat 

DPRD; 

b. pengelolaan kepegawaian Sekretariat DPRD; 

c. pengelolaan administrasi keanggotaan DPRD; 

Pasal 92 

(1) Bagian Umum dan Keuangan dipimpin oleh seorang 

Kepala Bagian yang berkedudukan di bawah dan 

bertanggungjawab kepada Sekretaris Dewan. 

(2) Kepala Bagian Umum dan Keuangan mempunyai 

tugas melaksanakan tata usaha dan kepegawaian, 

program dan keuangan serta rumahtangga. 

Paragraf 4 

Bagian Umum dan Keuangan 

h. melaksanakan fasilitasi pengawasan penggunaan 

anggaran; 

1. melaksanakan fasilitasi pembahasan laporan 

keterangan pertanggungjawaban kepala daerah; 

J. melaksanakan fasilitas penyusunan dan 

pengawasan kode etik DPRD; 

k. membagi tugas, memberi petunjuk, dan 

membimbing bawahan dalam pelaksanaan tugas; 

1. mengendalikan, meneliti, dan memeriksa 

pelaksanaan tugas bawahan; 

m. melaksanakan konsultasi dan koordinasi baik 

vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan 

kelancaran pelaksanaan tugas; dan 

n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh 

atasan yang berkaitan dengan tugasnya. 
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Pasal 94 ... 

dan tata laksana pelayanan publik; 
q. pembagian tugas, pemberian petunjuk, dan 

pemberian bimbingan kepada bawahan dalam 
pelaksanaan tugas; 

r. pengendalian, penelitian, dan pemeriksaan 
pelaksanaan tugas bawahan; 

s. pelaksanaan konsultasi dan koordinasi baik 
vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan 
kelancaran pelaksanaan tugas; dan 

t. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh 
pimpinan sesuai tugas dan f ungsinya. 

keuangan penatausahaan m. penyelenggaraan 
Sekretariat DPRD; 

n. pelaksanaan pengelolaan keuangan Pimpinan, 
Anggota dan Sekretariat DPRD; 

anggaran pengelolaan o. pengoordinasian 
Sekretariat DPRD; 

p. penyelenggaraan pengembangan kelembagaan 

d. pengelolaan tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan 
DPRD; 

e. penyediaan fasilitasi fraksi DPRD; 
f. penyelenggaraan pengadaan dan pemeliharaan 

kebutuhan rumah tangga DPRD; 
g. penyelenggaraan pengadaan dan pemeliharaan 

sarana dan prasarana DPRD; 
h. penyelenggaraan pengelolaan aset yang menjadi 

tanggungjawab DPRD; 
1. penyusunan perencanaan anggaran Sekretariat 

DPRD; 

J. pelaksanaan evaluasi bahan perencanaan 
anggaran Sekretariat DPRD; 

k. pelaksanaan verifikasi perencanaan kebutuhan 
rumah tangga Sekretariat DPRD; 

I. pelaksanaan verifikasi kebutuhan perlengkapan 
Sekretariat DPRD; 
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k. membagi. .. 

Pasal 95 

(1) Kepala Subbagian Kepegawaian dan Organisasi 

mempunyai tugas melaksanakan tata kelola 

administrasi Sekretariat DPRD, tata kelola 

kepegawaian Sekretariat DPRD, penyelenggaraan 

administrasi keanggotaan, fasilitasi fraksi DRPD, 

fasilitasi rapat penyediaan. 

(2) Uraian tugas Kepala Subbagian Kepegawaian dan 

Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

sebagai berikut: 

a. melaksanakan surat menyurat dan naskah dinas 

Sekretariat DPRD dan pimpinan DPRD; 

b. melaksanakan kearsipan; 

c. menyusun administrasi kepegawaian; 

d. menyusun rencana kerja operasional kegiatan 

pelayanan administrasi kepegawaian; 

e. menyiapkan bahan administrasi kepegawaian; 

f. menganalisis kebutuhan dan merencanakan 

penyediaan tenaga ahli; 

g. menyiapkan bahan administrasi pembuatan 

daftar urut kepangkatan dan formasi pegawai; 

h. fasilitasi Penyusunan LHKPN dan LHKASN; 

1. menyusun administrasi keanggotaan DPRD; 

J· menyiapkan administrasi anggota DPRD; 

Pasal 94 

(1) Bagian Umum dan Keuangan, terdiri dari: 

a. Subbagian Kepegawaian dan Organisasi; 

b. Subbagian Administrasi, Perencanaan dan 

Keuangan; dan 

c. Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga. 

(2) Masing-masing Subbagian sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala 

Subbagian yang berkedudukan di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Kepala Bagi an. 
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1. menyusun ... 

Pasal 96 

(1) Kepala Subbagian Administrasi, Perencanaan dan 

Keuangan mem punyai tugas menyelenggarakan 

penyusunan perencanaan dan penganggaran 

Sekretariat DPRD. 

(2) Uraian tugas Kepala Subbagian Administrasi, 

Perencanaan dan Keuangan se bagaimana dimaksud 

pada ayat ( 1) sebagai berikut: 

a. menyusun dokumen perencanaan sekretariat 

DPRD; 

b. menyusun dokumen RKA dan Perubahan RKA 

sekretariat DPRD; 

c. menyusun DPA dan Perubahan DPA sekretariat 

DPRD; 

d. menyusun laporan dan evaluasi kinerja 

sekretariat DPRD; 

e. menyusun dan pembayaran gaji dan tunjangan 

ASN; 

f. penyediaan administrasi pelaksanaan tugas 

ASN; 

g. melaksanakan penatausahaan dan 

pengujian/verifikasi keuangan sekretariat 

DPRD; 

h. menyusun dan pelaksanaan akuntansi 

sekretariat DPRD; 

m. melaksanakan konsultasi dan koordinasi baik 

vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi 

dan kelancaran pelaksanaan tugas; dan 

n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh 

pimpinan sesuai tugas dan fungsinya. 

memeriksa 

k. membagi tugas, memberi petunjuk, dan memberi 

bimbingan kepada bawahan dalam pelaksanaan 

tugas; 

1. mengendalikan, meneliti, dan 

pelaksanaan tugas bawahan; 
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d. memfasili tasi ... 

Pasal 97 

(1) Kepala Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga 

mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengatur 

ta take lo la administrasi dan rumahtangga 

Sekretariat DPRD. 

(2) Uraian tugas Kepala Subbagian Perlengkapan dan 

Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

sebagai berikut: 

a. mengatur dan memelihara kebersihan kantor 

komplek Sekretariat DPRD; 

b. mengatur dan memelihara halaman dan taman 

di komplek Sekretariat DPRD; 

c. mengatur dan mengelola keamanan komplek 

Sekretariat DPRD; 

m. melaksanakan penyelenggaraan administrasi 

keuangan DPRD; 

n. membagi tugas, memberi petunjuk, dan 

membimbing bawahan dalam pelaksanaan 

tug as; 

o. mengendalikan, meneliti, dan memeriksa 

pelaksanaan tugas bawahan; 

p. melaksanakan konsultasi dan koordinasi baik 

vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi 

dan kelancaran pelaksanaan tugas; dan 

q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh 

pimpinan sesuai tugas dan fungsinya. 

dan keuangan 1. 

pemeriksaan; 

k. menyusun pelaporan dan analisis prognosis 

realisasi anggaran; 

melakukan Layanan 

kesejahteraan DPRD; 

keuangan 

dan akhir 

I. menyusun laporan 

bulanan/ triwulanan/ semesteran 

tahun Sekretariat DPRD; 

J. melaksanakan pengelolaan dan tanggapan 
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BAB IV ... 

dan Sekretariat DPRD; 
1. mengatur pemeliharaan dan pengelolaan bahan 

bakar kendaraan dinas di Sekretariat DPRD; 
m. mengatur penggunaan kendaraan dinas dan 

para pengemudi untuk keperluan DPRD dan 
Sekretariat DPRD; 

n. melaksanakan pemeliharaan sarana, prasarana 
dan gedung; 

o. mengendalikan, meneliti, dan memeriksa 
pelaksanaan tugas bawahan; 

p. melaksanakan konsultasi dan koordinasi baik 
vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi 
dan kelancaran pelaksanaan tugas; dan 

q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh 
pimpinan sesuai tugas dan fungsinya. 

alat-alat pemeliharaan merencanakan 
perlengkapan; 

k. menyediakan, mengurus, menyimpan dan 
mengeluarkan barang untuk keperluan DPRD 

J· 

d. memfasilitasi penyiapan tempat dan sarana 
rapat dan pertemuan; 

e. mengadakan barang dan jasa kebutuhan 
perlengkapan Sekretariat DPRD; 

f. mengadakan penyediaan pakaian dan atribut 
anggota DPRD; 

g. melaksanakan medical checkup anggota DPRD; 
h. melaksanakan penyediaan kebutuhan rumah 

tangga DPRD; 
1. mendistribusikan dan pengendalian bahan 

perlengkapan; 
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Pasal 101. .. 

Pasal 100 

Penerapan tata kerja se bagaimana dimaksud dalam Pasal 

99 oleh Sekretaris Daerah dan Sekretaris DPRD 

mericrapkan: 

a. prinsip berjenjang; 

b. prinsip koordinasi; dan 

c. integrasi dan sinkronisasi. 

Pasal 99 

Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD 

dilaksanakan sesuai jenjang dalam penyelesaian tugas 

pokok dan fungsi Sekretariat Daerah dan Sekretariat 

DPRD. 

BABV 

TATA KERJA 

Pasal 98 

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah 

tenaga Fungsional yang terbagi dalam kelompok 

sesuai dengan bidang keahliannya. 

(2) Tugas, jerus, dan jenjang Kelompok Jabatan 

Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 

diatur dalam peraturan perundang-undangan yang 

mengatur jabatan fungsional masing-masing. 

(3) Jumlah dan jenis Jabatan Fungsional ditetapkan 

berdasarkan Analisis Jabatan dan Analisis Beban 

Kerja. 

(4) Jumlah dan jenis Jabatan Fungsional sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3), dicantumkan dalam Peta 

Jabatan yang ditetapkan dengan Keputusan 

Walikota. 

BAB IV 

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL 
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BAB VII... 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Walikota ini. 

yang Lampiran dalam tercantum se bagaimana 

Pasal 104 

Bagan Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD 

BAB VI 

BAGAN 

Pasal 103 

Penerapan tata kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

100 diuraikan dalam Standar Operasional dan Prosedur 

yang ditetapkan Sekretaris Daerah untuk Sekretariat 

Daerah dan Sekretaris DPRD untuk Sekretariat DPRD. 

Pasal 102 

Setiap laporan yang diterima dari bawahannya diolah dan 

dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan 

lebih lanjut dan memberikan petunjuk kepada 

bawahannya. 

Pasal 101 

(1) Penerapan tata kerja sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 100 oleh setiap atasan dengan mengawasi 

bawahannya masing-masing dan jika terjadi 

penyimpangan harus mengambil langkah yang 

diperlukan sesuai dengan peraturan perundang­ 

undangan. 

(2) Setiap atasan di tiap jenjang bertugas memimpin dan 

mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan 

memberikan bimbingan serta petunjuk bagi 

pelaksanaan tugas bawahannya. 

(3) Setiap pegawai harus mengikuti dan mematuhi 

petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan 

masing-masing dan menyampaikan laporan berkala 

tepat pada waktunya, 
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BERITA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2021 NOMOR 

AHYANI 

Diundangkan di Surakarta 

pada tanggal 

SEKRETARIS DArOTA SURAKARTA, 

~ 
GIBRAN RAKABUMING RAKA ~ 

(1,v' 

Ditetapkan di Surakarta 

pada tanggal 28 September 2021 

WALIKOTA SURAKARTA, 

penempatannya dalam Berita Daerah Kata Surakarta. 

dengan 1n1 Walikota Peraturan pengundangan 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pada tanggal Peraturan Walikota mi berlaku 

diundangkan. 

Pasal 106 

BAB VIII 

KETENTU AN PENUTUP 

Pasal 105 

Pejabat dan pelaksana tugas yang telah ada sebelum 

Peraturan Walikota ini diundangkan, tetap melaksanakan 

tugas dan fungsinya sam pai dengan dilan tiknya pejabat 

baru dan penataan kelembagaan berdasarkan Peraturan 

Walikota ini. 

BAB VII 

KETENTU AN PERALIHAN 

- 74 - 



1. SEKRETARIAT DAERAH 
SEKRETARIS 

DAER AH 

KELOMPOK ,JA!3i\Ti\N 
FUNGSiONAL 

I I I 
ASISTEN 

ASITEN AS I STEN PEMERINTAHAN DAN 
KESEJAHATERAAN PEREKONOMlAN DAN ADMINISTRASI DAN 

RAh.'YAT PEMBANGUNAN UMUM 

I I I I I I r I I I I l 

BAG!AN TATA BAGIAN BAG IAN BAGI AN BAGIAN PROTOKOL, 
KESEJAHTERAAN BAGIAN HUKUM PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI BAGIAN PENCADAAN KOMUNIKASI DAN BAGIAN UMUM BAGIAN ORGANISASI PEMER!f\TAHAN RAKYAT SUMBF:R DAYA /\LAM PEMBI\NGUNI\N BARANG OAN ,JASA ADMINl!STRI\SI 

PIMPINAN 

SUBBAO!AN SUBBAGIAN SUBBI\GIAN SUBBI\GII\N SUl3BACIAN ADMINISTRASI SUBBACIAN BINA PERATURAN PENYUSUNAN DAN PENGELOIAAN SUBBAGIAN TATA SUBBAOIAN SUBBAGIAN ~ ....__ ,__ ~ PEMBINMN BUMD L- PERENCANMN DAN KELEMBAGAAN DAN PEMERINTAHAN DAN MENTAL SPIRITUAL PERUN DANG- ,__ PENGENDALIAN PENGADMN BARANG - USAHA P!MPINAN - .__ 
KEWILAYAHAN UN DANG AN DAN BLVD PROGRAM DAN JASA PENGANGOARAN ANALIS!S JABATAN 

PEMBANGUNAN 

SUBBAGIAN SUBBAOIAN SUBBAO!AN 
SUBBAGIAN KERJA KESEJAHTERMN SUBBAGIAN PENGF:NDALIAN SUBBAGIAN PENGELOLAAN SUBBAOIAN SUBBAGII\N SUBBAOIAN - '- ,._ - PEREKONOMIAN - EVALUASI DAN - LJ\YANAN - KO~UNIKASI .__ ADMINISTRASI DAN - PELAYANAN PUBLIK SAMA SOSJAL DAN BANTUAN HUKUM 

MASYARAKAT UMKM DAN PELAPORAN PENGADJ\AN SECARA PIM Pl NAN KEPEGA W /\IAN DAN TATA LAKSANA EKONOMJ i.'.REATIF' ELEKTRONIK 

SUBBAG!AN 
SU13131\GIAN SUBBAGIAN SUBBAGIA!\' PO:M Bl NAAN DAN SUBBAGII\N SUBBAGIAN SUBBAGIAN KINERJA L- - DOKUMENTASl DAN - PENG EM BI\NGAN '---- ADVOKASI - PROTOKOL DAI\' ~ - DAN REFORMASI OTONOMI DAERl'IH PERLENG KAl'AN INF'ORMASI HUKUM SUMBER DAY/\ ALAM PEXGADAAN BARANC RUMAH TANGGA BIROKRASI 

DANJASA 

BAGAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

LAMPI RAN 

PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA 

NOMOR 25.3 TAHUN 2021 

TENT ANG 

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN 

FUNGSI SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN 

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 



~ 
~RAN RAKABUMING RAKA \ 

fi} 

WALIKOTA SURAKARTA1 

SEKRETARIS DPRD 

KEI.OMl'O K ,TAI IATAN 
FUNGSIONA!. 

I I I 
BAGlAN BAGlAN FASILITASI PERSIDANGAN DAN BAGIAN UMUM DAN 

PERUN DANG- PENGANGGARAN KEUANGAN 
UN DAN GAN DAN PENGAWASAN 

SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN 
- PERSIDANGAN DAN ...._ FASILITASI ...._ KEPEGAWAIAN DAN 

RISALAH PENGANGGARAN ORGANISASI 

SUBBAGIAN KAJIAN SUBBAGIAN KERJA SUBBAGIAN 
- PERUNDANG- - SAMA DAN - ADMINISTRASI, 

PERENCANAAN DAN UNDANGAN ASPIRASI KEUANGAN 

SUBBAGIAN SUBBAGIAN 
PERLENGKAPAN - HUB UN GAN - DAN RUMAH MASYARAKAT TANGGA 

2. SEKRETARIAT DPRD 
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